









5.1       Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 
peneliti, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1.   Responden  memberikan  respon  positif  dengan  adanya  penurunan  tarif 
final dari 1% menjadi 0,5% karena merasa diringankan dalam melakukan 
kewajiban perpajakan 
2.   Responden memberikan respon negatif pada jangka waktu pengenaan, hal 
ini dapat memberatkan bagi pelaku usaha jika pada saat jangka waktunya 
telah habis tetapi omzet masih dibawah 4,8 miliar. 
3.   Responden   memberikan   respon   positif   dengan   adanya   kewajiban 
melakukan pembukuan, karena pelaku merasa pembukuan sangat penting 
dalam dunia usaha 
4.   Berdasarkan   data   yang   dimiliki   KPP   Pratama   Surabaya   Tegalsari, 
didapatkan hasil bahwa wajib pajak badan lebih antusias dalam 
memanfaatkan PP 23 daripada PP 46  dikarenakan wajib pajak merasa 
diuntungkan dengan adanya penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% 
5.   Responden  juga  hampir  memahami  semua  ketentuan,  tata  cara  yang 
berlaku pada PP 46 Tahun 2013 maupun PP 23 Tahun 2018 
6.   Responden tidak ingin dengan adanya jangka waktu yang berlaku pada PP 
 














jika ada jangka waktu maka kemungkinan besar juga akan berpengaruh 
pada ketepatan waktu pembayaran. 
7. Sebagian besar para pemilik usaha mengirim karyawan atau orang 
kepercayaannya untuk mendatangi KPP Pratama Surabaya Tegalsari guna 
mengurus pajak, peneliti banyak menemui karyawan bagian pembukuan 
atau orang yang memang mengurus pajak dalam usaha tersebut, peneliti 
hanya menemui 2 orang yang merupakan pemilik dari usaha. 
8.   Peneliti menyimpulkan bahwa responden tidak memahami secara dalam 
mengenai adanya jangka waktu yang ditentukan dalam PP 23 Tahun 2018. 
Bahwasanya jangka waktu yang terdapat pada PP 23 tahun 2018 sebagai 







5.2       Saran 
 
Meninjau dari kesimpulan diatas, peneliti memberi saran sebagai berikut: 
 
1.   Sebaiknya   KPP   sering   mengadakan   sosialisasi   secara   teratur   dan 
mendalam  terhadap  wajib  pajak  yang  memiliki  usaha,  dengan  cara 
sosialisai per kelurahan agar PP ini tidak menjadi sia-sia, selain itu petugas 
yang memberikan sosialisasi juga sebaiknya menggunakan bahasa yang 
ringan  dan  mudah  dipahami  oleh  wajib  pajak  dan  sebaiknya  KPP 
memberikan kesan yang mudah dan ramah terhadap masyarakat, agar para 
wajib pajak tidak lagi takut ataupun berpikir buruk mengenai pajak. 
2. Hendaknya pemerintah memikirkan kebijakan perpajakan yang sesuai 
dengan realita yang terjadi pada para UMKM agar saling mendapatkan 
keuntungan dan kemudahan 
3.   Pemerintah  sebaiknya  melakukan  evaluasi  pada  PP  23  apakah  PP  ini 
efektif dan membantu bagi para UMKM atau tidak 
4.   Untuk  peneliti  selanjutnya,  sebaiknya  melakukan  evaluasi  lebih  dalam 
pada penerapan PP 23 Tahun 2018 ini, agar Dirjen Pajak pun mengetahui 
bagaimana penerapan PP 23 selama setahun, apakah memberikan dampak 
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